BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan

Berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di atas

dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap mutu serta kehigienisan makanan
jajanan dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kota Padang
sebagai koordinator dan Puskesmas sebagai pelaksana pengawasan dengan
menyampaikan informasi berupa sosialisasi terhadap kehigienisan dan
mutu makanan jajanan serta melakukan pemantauan terhadap para

pedagang makanan jajanan.

2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Padang dan Puskesmas
setempat dalam pelaksanaan pengawasan terhadap mutu serta kehigienisan
makanan jajanan yaitu para pedagang makanan jajanan menggunakan
gerobak atau tempat yang tidak permanent atau berpindah-pindah ,
sehingga Dinas Kesehatan Kota Padang dan Puskesmas setempat
kesulitan dalam melakukan pemantauan dan pengawasan sehingga hal ini
mengakibatkan pelaksaaan pengawasan menjadi kurang maksimal.
Kendala lain seperti modal para pedagang yang terbatas dan ilmu
pengetahuan yang masih kurang mengenai menjaga kehigienisan dan mutu

makanan jajanan.

3. Upaya Dinas Kesehatan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan
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pengawasan terhadap mutu serta kehigienisan makanan jajanan adalah dengan

melakukan tindakan preventif (pencegahan) dan tindakan represif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, Penulis mengemukakan

saran sebagai berikut :

1.

3.

Kepada seluruh kalangan masyarakat untuk saling mendukung terciptanya
makanan jajanan yang higienis dan bermutu. Para pedagang makanan untuk
selalu menerapkan etika perdagang yang baik dan mempraktekkan secara
langsung informasi yang diterima mengenai menjaga kehigienisan makanan
jajanan. Dinas Kesehatan dan Puskesmas tentu tidak selalu mengawasi para
pedagang makanan jajanan untuk taat dalam menjaga kehigienisan makanan
jajanan yang dijual sehingga para pedagang itu sendirilah yang harus
menanamkan dalam pribadi serta perilakunya untuk tetap menjaga

kehigienisan makanan jajanan dan keamanan pangan

Para konsumen makanan jajanan untuk menjadi konsumen cerdas dalam
memilih pedagang dan makanan jajanan yang higienis dan bermutu serta
menjadi konsumen yang tidak segan memberikan informasi kepada para
pedagang yang belum menjaga kehigienisan makanan jajanan dengan

maksimal.

Kepada Pemerintah untuk membuat aturan hukum yang sesuai dengan
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4. Kkondisi saat ini seperti menambah personil pengawas makanan jajanan dan
melakukan pengawasan intensif dan mendalam mengenai makanan jajanan
terutama makanan jajanan yang dijual menggunakan gerobak atau tempat

tidak permanent.

Kepada Pemerintah membuat lokasi khusus untuk para pedagang makanan
jajanan terutama yang menggunakan gerobak yang sulit untuk dipantau,
sehingga dengan adanya lokasi khusus para pedagang dapat mudah untuk
dibina serta dipantau dalam menjual makanan jajanan yang sehat, bermutu
dan higienis

Kepada Pemerintah untuk meningkatkan upaya pengawasan terhadap
makanan dan minuman termasuk makanan jajanan yang sangat banyak
tersebar ditengah masyarakat sehingga makanan jajanan yang ada di
masyarakat terjamin bersih dan aman untuk dikonsumsi serta makanan yang
dhasilkan menjadi makanan yang bermutu dan ajang meningkatkan

perekonomian
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